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Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada
otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari
pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas
hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini
mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas
proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara
tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya
partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan
wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka
hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip due process of law. Simpulan
dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas
alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke
infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-
asas hukum administrasi negara yang relevan.

ABSTRACT
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Law Number 1 of 2022.

Administrative Law Analysis of Additional Vehicle Tax Policy under Law No.
1 of 2022. The main issue in this study is the low regional revenue in fiscal
autonomy through decentralization. Therefore, this study aims to analyze the
additional motor vehicle tax policy of 66% of the basic tax stipulated in Law No.
1 of 2022. This study uses a normative legal research method and uses the
principles of state administrative law as the basis for analysis. The findings of
this study reveal that the additional rate of 66% has the potential to violate the
principle of proportionality because it burdens low-income communities
disproportionately with the benefits received and is exacerbated by the lack of
public participation in policy formulation, which reduces taxpayer trust.
Theoretically, this study contributes to strengthening the local taxation legal
framework through the integration of the principle of due process of law. The
conclusions of this study offer recommendations for improving tax allocation
accountability and shifting local spending priorities from employee expenses to
infrastructure. Finally, this study contributes to strengthening the local taxation
legal framework through an analysis of relevant principles of administrative law.
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Pendahuluan

UU No. 28 Tahun 2009 telah mengatur pajak daerah di Indonesia, termasuk mengatur pajak
kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan otonomi pemerintah
daerah dengan mengizinkan mereka memungut Pajak Kendaraan Bermotor (Pandingan & Hutapea,
2024). Pengalihan pajak kendaraan bermotor yang menjadi kebijakan pajak daerah telah dirancang
untuk meningkatkan pendapatan dan otonomi daerah, yang sesuai dengan tujuan pemerintah pusat
untuk mendesentralisasikan tanggung jawab fiskal (Adegustara et al., 2013). Kebijakan ini sejalan
dengan tujuan yang lebih lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009, untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah
tanpa berdampak buruk pada perekonomian daerah. Selain itu, pengalokasian pendapatan pajak
kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah menunjukkan fungsi Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 dalam memastikan pendapatan pajak diinvestasikan kembali untuk meningkatkan pembangunan
daerah (Masihor & Pontoh, 2015).

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan peran strategis di berbagai provinsi. Kalimantan
Tengah menjadi salah satu provinsi yang tertinggi, di mana PKB bersama Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyumbang hampir 70% dari total PAD pada
tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari sektor transportasi menjadi pilar
utama keuangan daerah tersebut (Miar, 2025). Di samping itu, Provinsi Jawa Tengah juga tergolong
sebagai provinsi dengan kontribusi PKB terhadap PAD yang tinggi, di mana mencapai rata-rata sebesar
31,78% selama periode 2017 hingga 2020. Capaian tersebut juga mencerminkan kinerja pemungutan
pajak yang sangat baik (Niayah & Danisya, 2022). Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, tercatat
bahwa PKB memberikan kontribusi sebesar 37,5% dari total penerimaan pajak daerah pada tahun 2022
dan 36,3% pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut merujuk pada komponen pajak daerah, secara
struktural PKB tetap menjadi tulang punggung PAD Sumatera Selatan (Santoso, 2023). Kemudian, di
Provinsi Sumatera Utara, laporan akademik menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD berada
pada kisaran 24% hingga 33% selama periode 2018-2019 (Harahap, 2020).

Salah satu masalah yang timbul akibat pengalihan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah
misalokasi dana, yang di mana pemerintah daerah sering memprioritaskan belanja pegawai daripada
belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data
dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur
Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 yang menunjukkan bahwa kurang dari 22% dari total belanja
daerah digunakan untuk belanja modal. Masalah tersebut juga bertentangan dengan peraturan yang
mengamanatkan alokasi minimum untuk proyek-proyek modal. Selain itu, efektivitas pemungutan
pajak kendaraan bermotor sering terhambat oleh kekurangan infrastruktur penunjang serta rendahnya
kesadaran masyarakat, sehingga target pemungutan pajak pun tidak tercapai (Sudinta et al., 2022).
Kesenjangan potensi penerimaan pajak daerah juga menimbulkan ketimpangan terhadap pembangunan
daerah, hal tersebut disebabkan karena daerah yang mempunyai kemampuan pengumpulan pajak yang
tinggi dapat membiayai proyek-proyek pembangunan mereka dengan lebih baik, sedangkan daerah-
daerah yang kurang berpotensi dalam pengumpulan pajak akan mengalami kesenjangan pembangunan
(Pandingan & Hutapea, 2024).

Undang-Undang No. 1 tahun 2022 ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dengan meningkatkan pengawasan pusat melalui mekanisme
penghargaan dan hukuman. Undang-undang ini juga merupakan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan
efisiensi dan transparansi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang memastikan
alokasi sumber daya nasional yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Kurniawan et al., 2023).
Pelaksanaan undang-undang ini sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, karena otonomi daerah
tanpa peraturan perundang-undangan yang ketat dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan
manajemen keuangan yang buruk. Dengan memajukan disiplin fiskal melalui desentralisasi, undang-
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undang ini mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka secara bertanggung jawab
untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara (Akin
et al., 2016). Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis keselarasan kebijakan pajak
kendaraan bermotor tambahan dengan asas-asas hukum administrasi negara, terutama asas
proporsional, transparansi dan kepastian hukum.

Penerapan pajak tambahan kendaraan bermotor sebesar 66% dari pajak dasar, sebagaimana diatur
dalam UU No. 1 Tahun 2022, menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhannya terhadap asas-asas
hukum administrasi negara, khususnya asas proporsional. Asas proporsional dalam peraturan
perpajakan mensyaratkan bahwa kebijakan perpajakan harus adil dan proporsional dengan kemampuan
membayar wajib pajak, sehingga beban pajak terdistribusi secara merata di antara wajib pajak. Menurut
Atapary et al. (2023), implementasi tarif progresif PKB di berbagai daerah masih menghadapi
permasalahan kualitas administrasi, komunikasi, dan kesadaran wajib pajak yang menimbulkan
ketimpangan efektivitas. Dalam kebijakan pajak kendaraan bermotor, tarif pajak progresif sering kali
dibenarkan dengan alasan keadilan, karena tarif yang lebih tinggi dikenakan kepada individu yang
memiliki lebih dari satu kendaraan mencerminkan kemampuan membayar yang lebih besar (Daparhita
& Gorda, 2020). Selain itu, tarif pajak yang tinggi untuk kendaraan dapat menimbulkan retensi
kendaraan yang lebih tua dan berpolusi, yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan kebijakan terkait
perlindungan lingkungan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian yang secara khusus mengkaji kebijakan
pajak kendaraan bermotor tambahan berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara
masih terbatas, terutama pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 2022. Disisi lain, asas kepastian hukum
mensyaratkan bahwa hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan stabil, memastikan bahwa individu dapat
memahami dan mengantisipasi akibat hukum dari tindakan mereka. Namun, pengenaan pajak tambahan
sebesar 66% dari pajak dasar untuk kendaraan bermotor dapat bertentangan dengan asas kepastian
hukum jika pengenaan pajak tambahan tersebut tidak konsisten dalam penerapannya. Selain itu, Asas
kepastian hukum juga menekankan perlunya undang-undang diterapkan secara konsisten dan tanpa
menimbulkan risiko yang tidak semestinya bagi wajib pajak (Judijanto & Said, 2024).

Penelitian ini mengidentifikasi gap implementasi asas penyelenggaraan kepentingan umum
dalam kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, di mana beban pajak 66% berpotensi merusak
tujuan terciptanya kesejahteraan umum akibat membebani masyarakat secara tidak proporsional
(Setiawan et al., 2024). Lebih lanjut, minimnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat
mengakibatkan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap manfaat atas beban pajak yang telah dibayar
(Desiana, 2024). Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka hukum administrasi
berbasis asas proporsional untuk menjamin kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan tidak
memperburuk kesenjangan sosial (Nezhad et al., 2024). Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak
pada model evaluasi kebijakan perpajakan daerah yang memadukan prinsip due process of law dan
partisipasi publik sebagai tindakan preventif (Amirullah & Batti, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini
berkontribusi dalam perumusan kerangka hukum yang adil bagi perpajakan daerah.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai efektivitas penerapan kebijakan kendaraan
bermotor tambahan di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya
adalah masalah terkait misalokasi dana yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor. Selain itu,
rendahnya partisipasi masyarakat dalam perancangan kebijakan dapat menimbulkan penetapan
kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk
mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dengan membahas secara menyeluruh mengenai legalitas
kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
keselarasan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dengan asas-asas hukum administrasi
negara yang meliputi asas legalitas dan keadilan fiskal, dampak yuridis kebijakan pajak kendaraan
bermotor tambahan terhadap masyarakat, perlindungan hukum bagi wajib pajak atas penerapan
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kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa administratif
yang timbul akibat penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan.

Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 2004)

(Noor, 2023), dimana temuan dari penelitian ini akan berfungsi sebagai landasan untuk reformasi
kebijakan. Selain itu, penelitian yuridis normatif ini juga dapat memberikan lensa untuk memeriksa
interaksi antara hukum dan masyarakat (Malik et al., 2024) dengan pendekatan perundang-undangan
dan analisis konseptual hukum administrasi negara (Soekanto & Mamudji, 2004). Jenis penelitian
normatif dipilih dengan argumen penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap asas-asas hukum dan
ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
menganalisis konsistensi kebijakan pajak dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum,
sedangkan pendekatan konseptual diaplikasikan secara konkret dengan melakukan kajian terhadap
penerapan prinsip penyelenggaraan kepentingan umum dan keadilan fiskal dalam kebijakan pajak untuk
mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak di Indonesia. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari bahan
hukum primer berupa teks peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pemerintah Daerah dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal akademik dan dokumen kajian
kebijakan fiskal daerah. Validitas bahan hukum primer diuji melalui verifikasi hierarki perundang-
undangan dan keabsahan dokumen resmi, sementara bahan hukum sekunder diverifikasi dengan
pemenuhan kriteria akademik dan relevansi kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan teknik dokumentasi terhadap sumber hukum dan literatur yang relevan. Teknik
analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan gambaran nyata terkait
dengan fakta yang terjadi di lapangan, lalu menilai dampak kebijakan pajak kendaraan bermotor
tambahan terhadap masyarakat umum, serta menawarkan solusi untuk menghasilkan kebijakan yang
adil dan berkelanjutan. Selain itu, teknik analisis juga melibatkan interpretasi hukum (legal
interpretation) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penilaian
kebijakan terhadap kepatuhannya atas asas-asas hukum administrasi negara, sehingga menghasilkan
rekonstruksi kebijakan yang selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Hasil dan pembahasan

Pada bagian pertama analisis akan menjelaskan legalitas kebijakan pajak kendaraan bermotor
tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas legalitas merupakan gagasan dasar dalam
hukum administrasi negara, yang memastikan bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada
kewenangan hukum yang sah. Asas ini muncul secara nyata pada masa Revolusi Perancis tahun 1789,
yang menekankan bahwa tindakan pemerintah harus dapat dibenarkan secara hukum dan berdasarkan
konstitusi (Stoian & Draghici, 2015). Di Indonesia, asas ini, yang dikenal sebagai “wetmatigheid van
bestuur”, yang mengamanatkan bahwa tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, sehingga
mencegah tindakan sewenang-wenang dan selaras dengan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat.
Asas legalitas diperlukan dalam proses administrasi, karena asas ini memastikan bahwa semua tindakan
pemerintah selaras dengan hukum yang berlaku (Kulichev, 2022). Selain itu, asas ini juga tidak hanya
sebagai persyaratan penetapan kebijakan tetapi juga persyaratan moral, yang mencerminkan perlunya
kejujuran dan kepastian dalam tindakan pemerintah.

Asas legalitas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besar
pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor tambahan, dalam kerangka kerja yang ditentukan
secara hukum. Kerangka hukum ini menegaskan perlunya legalitas dalam tindakan administratif, yang
memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi dalam batas-batas kewenangan hukum mereka dan
berkontribusi terhadap keseimbangan dan ketertiban sosial (Harahap, 2015). Selain itu, asas legalitas
juga melibatkan pengakuan terhadap sumber-sumber hukum administrasi, yang meliputi sumber-
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sumber legislatif, administratif, yurisprudensi dan doktrin, yang seluruhnya berkontribusi pada asas
legalitas dalam hukum administrasi negara (Karas, 2022). Secara keseluruhan, asas legalitas berfungsi
sebagai landasan hukum administrasi negara, yang memberikan kerangka hukum dan moral untuk
tindakan pemerintah serta memastikan bahwa tindakan pemerintah harus dilakukan dalam batas-batas
hukum.

Legalitas kebijakan pajak tambahan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk
menentukan jenis dan tarif pajak, merupakan isu yang melibatkan keseimbangan antara otonomi daerah
dengan asas-asas hukum yang menyeluruh. Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa
“Seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan
Pajak dan Retribusi di Daerah”. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk menetapkan kebijakan pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan
prinsip legalitas, yang secara formal memberikan kewenangan perpajakan kepada legislatif tetapi
memungkinkan adanya pendelegasian kepada eksekutif di bidang-bidang tertentu. Ketentuan-ketentuan
dalam UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan lebih lanjut pelaksanaan pajak daerah, seperti pajak
kendaraan bermotor yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah (Putri & Imsar, 2024).
Kebijakan pajak daerah berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerah, karena
pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi besar untuk
membiayai pelayanan daerah (Al-idris et al., 2022).

Untuk memahami secara mendalam terkait perubahan substansi hukum sebelum dan sesudah
disahkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perbandingan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Substansi Hukum Sebelum dan Sesudah UU No. 1 Tahun 2022
Substansi Hukum Sebelum UU No. 1 Tahun 2022 Sesudah UU No. 1 Tahun 2022
Pajak daerah ditetapkan melalui Seluruh jenis Pajak dan Retribusi
berbagai Perda sesuai UU No. 28 di daerah diatur dalam satu Perda
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah tunggal sebagai dasar pemungutan

Dasar Pengaturan
Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, tanpa pajak dan retribusi sesuai Pasal 94
ketentuan tunggal terpadu. UU No. 1 Tahun 2022.
Pemerintah daerah memiliki UU No. 1/2(,)2.2 memper.k uat dan
. secara eksplisit memberikan
kewenangan pemungutan pajak, .
. kewenangan kepada pemerintah
Kewenangan tetapi adanya batasan dan .
. . S . . daerah untuk menetapkan jenis
Pemerintah Daerah klarifikasi lebih lanjut mengenai .
. . dan tarif pajak daerah, termasuk
pendelegasian kewenangan di )
sektor perpajakan pajak kendaraan bermotor
' tambahan.
Tarif pajak kendaraan bermotor UU No.1/2022 secara eksplisit
Kebijakan Pajak diatur di UU No. 28 Tahun 2009 mengatur pajak kendaraan
Kendaraan Bermotor  dan belum ada pengaturan pajak bermotor tambahan sebesar 66%
Tambahan kendaraan bermotor tambahan dari pajak dasar yang mulai
secara eksplisit. berlaku pada 5 Januari 2025.

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menjadikan seluruh jenis
pajak dan retribusi daerah diatur dalam satu Perda tunggal yang sebelumnya diatur dalam berbagai
Perda. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2022 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
menetapkan jenis dan tarif pajak tanpa perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai pendelegasian
kewenangan di sektor perpajakan. Kemudian, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar
66% dari pajak dasar yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 diatur secara eksplisit melalui UU No.
1 Tahun 2022. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berlakunya UU No. 1 Tahun 2022
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mengakibatkan perubahan struktural dalam kerangka hukum perpajakan daerah melalui konsolidasi
aturan, penguatan otonomi daerah, dan pemberlakuan kebijakan pajak baru untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah.

Bagian kedua berikut ini akan menganalisis keselarasan kebijakan pajak kendaraan bermotor
tambahan dengan asas-asas hukum administrasi negara. Kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan
sebesar 66% atas pajak dasar yang berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, menimbulkan masalah hukum
terkait kepatuhannya terhadap asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas proporsional. Asas
ini mengamanatkan bahwa tindakan administratif harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai,
memastikan bahwa beban yang ditetapkan kepada individu tidak berlebihan dibandingkan dengan
manfaat yang diperoleh masyarakat. Pengenaan pajak tambahan yang tinggi dianggap tidak
proporsional jika tidak sejalan dengan tujuan fiskal yang diinginkan masyarakat atau terlalu membebani
pembayar pajak tanpa diterimanya manfaat yang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak (Setiawan et
al., 2024).

Lebih lanjut, meskipun kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dapat meningkatkan
penerimaan pajak daerah, kebijakan tersebut juga menegaskan perlunya pendekatan yang seimbang
yang mempertimbangkan kapasitas dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kerangka hukum mengenai
pajak kendaraan bermotor, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan pemahaman masyarakat
terkait kebijakan pajak untuk memastikan kepatuhan dan keadilan (Putri & Imsar, 2024). Selain itu,
untuk menyelenggarakan kebijakan ini diperlukan pula langkah-langkah legislatif untuk
menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan administratif, untuk memastikan
kebijakan menghasilkan hasil yang adil.

Secara normatif, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan harus memenuhi asas
proporsionalitas yang menjadikan setiap beban pajak yang dikenakan tidak melebihi manfaat yang
didapatkan masyarakat, menunjukkan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,
serta mengedepankan hak wajib pajak secara jelas dan konsisten (Putri & Imsar, 2024). Namun, realitas
dari implementasi kebijakan ini menunjukkan penyimpangan dari norma hukum tersebut. Belum
optimalnya perencanaan normatif, lemahnya administrasi, dan minimnya regulasi turunan di sejumlah
wilayah menyebabkan pelaksanaan pajak kendaraan bermotor tambahan sering tidak konsisten
(Setiawan et al., 2024). Tarif pajak tambahan yang tinggi yaitu sebesar 66% dari Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) pokok dianggap tidak proporsional apabila menimbulkan beban berlebihan pada
masyarakat dan manfaat yang diterima tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar.

Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum mensyaratkan tindakan yang dilakukan negara,
termasuk kebijakan perpajakan, harus memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan umum, serta
memastikan keadilan dan keseimbangan di antara kepentingan yang saling bertentangan untuk menjaga
ketertiban umum. Kebijakan pajak, sebagai alat regulasi ekonomi negara, dimaksudkan tidak hanya
untuk mengisi kembali keuangan negara tetapi juga untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi
daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Aliyeva & Dashayeva, 2024). Namun, pengenaan
pajak tambahan yang tinggi berpotensi merusak tujuan-tujuan kepentingan umum dengan
menempatkan beban keuangan yang berlebihan pada pembayar pajak, yang tidak selaras dengan asas
penyelenggaraan kepentingan umum jika tidak secara proporsional memengaruhi mereka yang
memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah (Cirelli & Santin, 2020).

Selain itu, keberhasilan kebijakan pajak bermotor tambahan bergantung pada kapasitasnya untuk
menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang harus
memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat kegiatan ekonomi atau memperburuk kesenjangan
sosial. Kerangka hukum administrasi negara menekankan bahwa kebijakan perpajakan, harus sesuai
dengan norma-norma yang menjamin fungsi dan perkembangan masyarakat secara optimal (Khrebtova,
2024). Oleh karena itu, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan perlu dikaji lebih lanjut untuk
mengetahui potensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi, serta
untuk memastikan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dengan
membebani masyarakat secara tidak semestinya atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan
kebijakan dengan kepentingan umum akan berdampak baik pada penurunan kesenjangan sosial dan
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ekonomi masyarakat, serta perlu dipastikan agar kebijakan tersebut mendukung dan bukannya
menghalangi tujuan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Nezhad et al., 2024).

Asas transparansi dalam hukum administrasi negara diperlukan untuk memastikan pembayar
pajak memahami alasan di balik kebijakan perpajakan dan dapat mempercayai proses yang terlibat.
Asas transparansi diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan wajib pajak, untuk
menciptakan kebijakan perpajakan yang adil dan terbentuknya anggaran yang efisien (Synchak &
Yarmolenko, 2023). Dalam kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, asas transparansi berfungsi
untuk memastikan bahwa pembayar pajak mengetahui bagaimana kontribusi mereka digunakan,
terutama dalam membiayai infrastruktur dan pelayanan masyarakat (Firamita & Ismail, 2022).
Kurangnya transparansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat menyebabkan ketidakpercayaan
dan ketidakpatuhan masyarakat. Apabila kebijakan perpajakan dilaksanakan tanpa adanya komunikasi
dan akuntabilitas yang jelas, maka akan mengakibatkan masalah kepatuhan dalam membayar pajak
(Samuel, 2022). Selain itu, asas transparansi juga merupakan upaya dalam mencegah korupsi dan
memastikan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan (Desiana, 2024).

Asas Kepastian hukum yang merupakan landasan dari negara hukum berfungsi untuk
memastikan peraturan perundang-undangan dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sehingga
masyarakat dapat memahami kewajiban dan hak hukum mereka. Asas kepastian hukum juga
mengharuskan peraturan pajak didefinisikan dengan jelas dan tidak terbuka untuk berbagai interpretasi,
sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka tanpa adanya ambiguitas (Janas et al., 2024).
Dalam hukum administrasi negara, kepastian hukum juga bertujuan untuk menjaga hubungan hukum
yang stabil dan memastikan keputusan administratif tidak sewenang-wenang (Yarema, 2023). Jika
kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan tidak diartikulasikan dengan jelas, dapat merusak
kepercayaan wajib pajak. Selain itu, keselarasan kebijakan dengan kepastian hukum diperlukan untuk
melindungi hak-hak wajib pajak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Priyono
& Nisa, 2024). Oleh karena itu, kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan perlu direkonstruksi
agar sejalan dengan asas-asas hukum administrasi negara, yang memastikan wajib pajak mendapatkan
informasi yang memadai dan tujuan kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas serta dapat
dipertanggungjawabkan.

Bagian ketiga ini merupakan analisis dampak yuridis kebijakan pajak kendaraan bermotor
tambahan terhadap masyarakat. Pengenaan pajak bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar
dapat berdampak pada masyarakat, terutama pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke
bawah. Asas keadilan dan kewajaran, yang bersumber dari kemampuan membayar pajak, menunjukkan
bahwa kebijakan pajak harus adil dan mempertimbangkan kemampuan keuangan individu. Asas ini
diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak tidak membebani masyarakat yang
berpenghasilan rendah secara tidak wajar, yang dapat memperburuk kesenjangan ekonomi (Kumawat,
2024). Kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, melalui
kebijakan pajak progresif yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan. Selain itu, keadilan fiskal yang
berhubungan dengan hak asasi manusia, menekankan perlunya hukum perpajakan daerah yang
berfungsi menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa beban pajak terdistribusikan dengan
adil (Nunes & Delgado, 2023).

Kebijakan pajak seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah, tetapi
juga mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dengan memastikan kebijakan tersebut tidak
berdampak secara tidak wajar kepada masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah (Oprisan
& Serbanescu, 2023). Selain itu, rasionalitas kebijakan pajak dinilai dari kemampuannya untuk menjaga
keseimbangan yang tidak berdampak buruk terhadap individu berpenghasilan rendah, sehingga
mendorong distribusi beban pajak yang merata. Selain itu, dampak kebijakan pajak kendaraan bermotor
tambahan dapat memengaruhi kesenjangan sosial, sehingga perlunya pertimbangan dalam
pelaksanaannya (Mehr et al., 2024). Meskipun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan bermotor
ini bergantung pada pemahaman dan dukungan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur
transportasi umum yang memadai untuk menciptakan alternatif yang layak bagi pengguna kendaraan
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pribadi (Amalia et al., 2024). Selain itu, sanksi pajak juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan
di antara para pembayar pajak (Purnamasari et al., 2024).

Kebijakan tambahan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun
2022, bertujuan untuk mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Selain itu, dengan
diterapkannya kebijakan pajak progresif yang dapat mengurangi kepemilikan kendaraan kedua dan
seterusnya menjadikan kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan berpotensi mengalami penurunan
(Amalia et al., 2024). Tujuan ini selaras dengan asas proporsional dan keadilan, karena pembebanan
pajak yang lebih tinggi hanya akan dikenakan pada individu yang mampu membeli banyak kendaraan
yang mencerminkan pada kemampuan membayar mereka yang lebih tinggi. Namun demikian,
penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor masih memiliki hambatan akibat adanya masalah terkait
penghindaran pajak dan sistem pengenaan pajak yang dimanipulasi berpengaruh terhadap keberhasilan
penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat, khususnya pada enam bulan pertama tahun 2023, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor
sebesar Rp4,2 triliun yang berkontribusi besar terhadap pemenuhan target pajak provinsi sebesar
Rp21,9 triliun (Bagaskara, 2023). Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah, realisasi penerimaan pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus pada tiga bulan pertama tahun 2023 hanya menunjukkan
Rp42,9 miliar yang masih di bawah target tahunan sebesar Rp185,7 miliar. Berdasarkan perbandingan
antara kedua provinsi tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi pajak di beberapa
titik prioritas kabupaten dan kota secara langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat
membayar pajak kendaraan (Nazaruddin, 2023).

Kepatuhan pajak di Indonesia ditentukan oleh pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak
dan manfaat yang dirasakan dari kontribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan
kebijakan ini bergantung pada kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, yang
diperlukan untuk mendorong kepatuhan. Selama lima tahun terakhir, tren kepatuhan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayahnya. Di
wilayah Sumatera Selatan, tingkat kepatuhan tercatat kurang dari 60% untuk periode 2023 hingga 2024.
Data ini diperoleh dari laporan BPK yang menyatakan bahwa mayoritas pemilik kendaraan belum
memperpanjang STNK (Ardila, 2024). Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta tingkat kepatuhan justru
lebih rendah, hanya mencapai 41,82% pada tahun 2024. Hal ini terungkap melalui laporan media
nasional yang mengutip data Korlantas POLRI yang menegaskan bahwa separuh lebih pemilik
kendaraan di DKI Jakarta tidak membayar pajak tepat waktu (Putra, 2025). Adapun tingkat kepatuhan
di wilayah Jawa Barat pada periode 2019 hingga 2021 berkisar antara 65% hingga 69% (Pratiwi, 2024).
Sedangkan di wilayah Jawa Tengah, realisasi pendapatan PKB pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar
46% dari target. Hal tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan yang cukup rendah serta
mengindikasikan perlunya inovasi dalam pendekatan penagihan (Mahapsari et al., 2024)

Efektivitas kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan dalam mengurangi kepemilikan
kendaraan, menandakan bahwa pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi kepemilikan kendaraan.
Sosialisasi dan edukasi perpajakan juga berfungsi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan
meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak (Pratama et al., 2024). Penerapan sanksi
pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan, menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum
dapat mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan (Manuaba & Jati, 2024). Selain itu,
pemahaman akan manfaat pajak, seperti kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan, diperlukan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, karena pajak merupakan salah
satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan
infrastruktur (Budiman et al., 2023). Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat
diperlukan untuk mengatasi masalah kepatuhan, serta memastikan pembayar pajak memahami alasan
di balik kenaikan pajak kendaraan bermotor serta merasakan manfaat atas kontribusi mereka terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Bagian berikut ini adalah analisis perlindungan hukum bagi wajib pajak atas penerapan kebijakan
pajak kendaraan bermotor tambahan. Perlindungan hukum preventif bagi wajib pajak atas penetapan
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kebijakan kendaraan bermotor tambahan berdasarkan Undang-Undang No.l Tahun 2022 menegaskan
perlunya keterlibatan masyarakat dalam perancangan kebijakan, yang meliputi konsultasi dan dialog
publik. Sehingga, wajib pajak dapat menyuarakan kekhawatiran dan saran mereka terkait kebijakan
pajak yang sedang dirancang. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan kebijakan
pajak yang diberlakukan adil dan merata berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan
partisipasi masyarakat, proses perancangan kebijakan akan dibantu oleh masyarakat dalam membentuk,
mendefinisikan, dan merealisasikan kebijakan yang secara langsung memengaruhi masyarakat
(Amirullah & Batti, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam perancangan kebijakan direpresentasikan
sebagai kebutuhan demokratis, untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pada
kehendak pemerintah daerah, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu,
partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan
kepatuhan pajak yang memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat
(Tambunan, 2020).

Partisipasi masyarakat di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaannya,
yang meliputi kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat, kemauan masyarakat untuk
berpartisipasi, serta kepemilikan informasi yang keliru di antara anggota masyarakat, yang dapat
menurunkan kualitas partisipasi. Ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai
prosedur partisipasi masyarakat juga menyebabkan tidak adanya konsistensi dan hilangnya kesempatan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan (Masse & Ilyas, 2024). Untuk mengatasi
masalah kurangnya partisipasi masyarakat, transparansi dan keterbukaan informasi perlu ditingkatkan
kembali untuk menambah pengetahuan masyarakat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas
masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan menyelaraskan
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan konsistensi dalam prosedur keterlibatan masyarakat
pada proses pembuatan kebijakan (Oktavia, 2022). Dengan merancang peraturan perundang-undangan
yang mengatur sanksi hukum apabila partisipasi masyarakat tidak terpenuhi, akan menjadikan
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tidak terabaikan. Selain itu, dengan menciptakan
kebijakan yang dapat melangsungkan dialog antara wajib pajak dengan pemerintah daerah dapat
mengatasi keluhan masyarakat dan meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan (Agustin &
Mustoffa, 2023).

Hadirnya perlindungan hukum represif bagi wajib pajak dapat memberikan kesempatan bagi
seluruh wajib pajak untuk mengajukan keberatan mereka terhadap kebijakan pajak yang berlaku. Selain
itu, pengadilan pajak diciptakan agar seluruh wajib pajak dapat menentang ketentuan mengenai
kebijakan perpajakan yang dirasa tidak adil, sehingga hak-hak wajib pajak terlindungi. Wajib pajak
juga dapat mengajukan banding apabila mereka yakin bahwa pemerintah daerah telah membebankan
pajak kendaraan bermotor tambahan secara tidak adil. Proses ini memberikan kesempatan bagi wajib
pajak untuk mengajukan kasus mereka ke badan peradilan, yang dapat meninjau kembali keabsahan
pengenaan pajak kendaraan bermotor tambahan (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu, hukum
administrasi negara menegaskan perlunya kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Hal ini
mencakup peraturan dan prosedur yang jelas, sehingga dapat diandalkan oleh para wajib pajak ketika
mereka menuntut ganti rugi atas ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.

Bagian terakhir berikut ini merupakan diskusi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
administratif yang timbul akibat penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan. Apabila
timbul sengketa administratif akibat kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan, terdapat
mekanisme yang mengatur penyelesaian sengketa administratif yang timbul akibat penerapan kebijakan
tersebut. Mekanisme tersebut meliputi keberatan administratif, di mana wajib pajak dapat mengajukan
keberatan kepada pemerintah daerah apabila wajib pajak tidak setuju dengan ketentuan pajak kendaraan
bermotor tambahan. Pada tahap ini, wajib pajak dapat melakukan upaya negosiasi dan mediasi yang
bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan (Thsan et al.,
2024). Apabila wajib pajak merasa keberatan akibat badan atau pejabat administrasi negara yang
menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan banding administratif
yang bertujuan untuk meninjau kembali keputusan badan administrasi yang memberatkan wajib pajak
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secara adil dan transparan, serta memastikan hak-hak wajib pajak terlindungi dengan baik (Prayitno &
Utama, 2024).

Selain itu, wajib pajak yang merasa dirugikan atas ketetapan kebijakan pajak bermotor tambahan
dapat mengajukan tuntutan terhadap kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diciptakan untuk mencapai tujuan hukum
administrasi negara, yakni terciptanya hubungan yang harmonis di antara otoritas yang berwenang
dengan masyarakat. Yurisdiksi pengadilan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 dan amandemen-amandemen setelahnya, yang menjelaskan pedoman prosedural untuk
menyelesaikan sengketa administratif (Nurrahmah et al., 2024). Dalam menangani sengketa yang
berkaitan dengan kebijakan administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami beberapa
masalah yang antara lain adalah tumpang tindihnya yurisdiksi antara Pengadilan Tata Usaha Negara
dan Pengadilan Umum, terutama ketika keputusan administratif melibatkan unsur-unsur hukum perdata
yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit proses penyelesaian sengketa
(Sutrisno, 2024).

Dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu
menerapkan beberapa asas hukum yang antara lain adalah asas proses hukum yang adil atau Due
Process of Law yang memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam
mempresentasikan kasus mereka dan harus didengar dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa.
Selanjutnya, asas peradilan yang adil atau Fair Trial, Pengadilan Tata Usaha Negara dan badan
peradilan lainnya perlu melakukan proses persidangan dengan cara yang adil dan tidak memihak
(Kusumo & Rasji, 2024). Asas berikutnya yaitu, asas kesetaraan di hadapan hukum atau Equality
Before the Law yang memastikan seluruh wajib pajak diperlakukan sama, tanpa adanya diskriminasi
dalam penyelesaian sengketa administratif. Kemudian, asas praduga tak bersalah atau Presumption of
Innocence yang memastikan wajib pajak tidak dianggap bersalah sampai terdapat bukti yang jelas, serta
tanggung jawab pembuktian berada pada pemerintah daerah (Zatika, 2023).

Simpulan

Kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun
2022 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan otonomi daerah. Namun, implementasinya
masih menghadapi tantangan berupa pelanggaran asas proporsionalitas karena tarif pajak tambahan
sebesar 66% menimbulkan beban tidak proporsional bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
ketidakpastian hukum, serta pengabaian asas transparansi dan partisipasi yang memperburuk
ketidakpercayaan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi
melalui redistribusi kekayaan, namun terhambat oleh infrastruktur transportasi umum yang tidak
memadai. Secara teoretis, penelitian ini mempertegas perlunya penerapan asas proporsionalitas dan
kepastian hukum sebagai landasan kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan yang berkeadilan,
serta mengintegrasikan prinsip partisipasi publik dalam perumusan kerangka hukum perpajakan daerah.
Implikasi hukum yang timbul akibat kebijakan pajak ini menjadikan perlunya penyempurnaan
mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta harmonisasi regulasi antara
pemerintah pusat dan daerah. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan
solusi berupa optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis transparansi, pengalihan prioritas
belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur, serta peningkatan edukasi wajib pajak untuk
menjamin keadilan sosial dan efektivitas kebijakan.
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